
Menteri Puencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Puencanaan Pembangunan Nuional

SALINAN
KI,PUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.85/ M.PPN /HK/ 07 /2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ASET TAK BERWUJUD

PADA KEMENTERIAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menrmbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Mcroteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Pcrencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang
perlu menetapkan status pengSunaan Barang Milik Negara;

b- bahwa Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaa,n

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai
perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta
Rupiah) per unitlsatuan perlu ditetapkan status
pen88vnaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana dimaksud
dalam huruf a dan hunfi b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Status

Penggunaan Barang Milik NeSara Berupa Aset Tak Berwujud
pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Undang-UndanS Nomor 1 Tahun 2004 tentangPetbefudaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah ditbah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O

tentang Kebijakan KeuanSan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Cot"ona Virus Disease

2019 (COVID- 19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman y^ng Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/ atal .



- 2 - 

PERTAMA : … 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2018; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019; 

  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, 

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG 

MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA KEMENTERIAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL. 
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KETUJUH : … 

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Aset Tak 

Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Total nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp. 238.435.150,- (dua 

ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus 

lima puluh Rupiah). 

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa 

Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna 

Barang. 

KEEMPAT : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Barang 

dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada 

pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan 

selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan dan evaluasi atas 

penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum PERTAMA. 

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan 

pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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PERTAMA : … 

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juli 2023 

 

 

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

  SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

 

ttd. 

 

 

 

 

  

TAUFIK HANAFI 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 

RR. Rita Erawati 

 



                                                   LAMPIRAN
                                                   KEPUTUSAN MENTERI PPN/
                                                   KEPALA BAPPENAS
                                                   NOMOR KEP.            /M.PPN/HK/07/2023
                                                   TANGGAL                  JULI 2023

                                                                              

No Kode Nama Barang NUP
Tanggal 

Perolehan
Merk/ Type  Jumlah 

 Nilai Perolehan
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 8010101001 Software Komputer 391 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

2 8010101001 Software Komputer 392 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

3 8010101001 Software Komputer 393 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

4 8010101001 Software Komputer 394 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

5 8010101001 Software Komputer 395 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

6 8010101001 Software Komputer 396 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

7 8010101001 Software Komputer 397 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

8 8010101001 Software Komputer 398 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

9 8010101001 Software Komputer 399 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

10 8010101001 Software Komputer 400 05-08-2020 Microfost Office 365 1  Rp                 1.200.000 

11 8010101001 Software Komputer 652 16-12-2014 Dit. ETI 1  Rp               11.730.000 

12 8010101001 Software Komputer 653 16-12-2014 Satker Pengelola Hibah MCC 1  Rp               11.730.000 

13 8010101001 Software Komputer 812 25-04-2022 Tableau Creator For Team 1  Rp               17.071.800 

14 8010101001 Software Komputer 813 25-04-2022 Figma Profesional 1  Rp                 3.052.500 

15 8010101001 Software Komputer 814 25-04-2022 Google Colab Pro 1  Rp               10.123.200 

16 8010101001 Software Komputer 815 25-04-2022 Adobe Creative Clouds All Apps 1  Rp               59.773.500 

17 8010101001 Software Komputer 816 25-04-2022 Gitlab Pemium 1  Rp                 4.795.200 

18 8010101001 Software Komputer 817 25-04-2022 Microsoft Project 1  Rp                 7.603.500 

19 8010101001 Software Komputer 818 25-04-2022 Jetbrains Intelij All Product Pack 1  Rp               25.041.600 

20 8010101001 Software Komputer 819 25-04-2022 Freepik Premium 1  Rp                 2.220.000 

21 8010101001 Software Komputer 820 25-04-2022 Inshot Pro (Ios) 1  Rp                    305.250 

22 8010101001 Software Komputer 821 25-04-2022 Canva Pro 1  Rp                 5.061.600 

23 8010101001 Software Komputer 822 25-04-2022 Malchimp 1  Rp               10.933.500 

24 8010101001 Software Komputer 823 25-04-2022 Napoleon Cat 1  Rp               24.198.000 

25 8010101001 Software Komputer 824 25-04-2022 Google Drive Premium 1  Rp                 1.665.000 

26 8010101001 Software Komputer 825 25-04-2022 Shutterstock 1  Rp               12.099.000 

27 8010101001 Software Komputer 826 18-10-2022 JagFam Journal Bappenas 1  Rp                 1.831.500 

28 8010101001 Software Komputer 827 28-11-2022 Ms Office Standard 2016 1  Rp                 3.100.000 

29 8010101001 Software Komputer 828 18-10-2017 Microsoft Office 1  Rp                 4.700.000 

30 8010101001 Software Komputer 829 18-10-2017 Microsoft Office Home & Business 1  Rp                 4.700.000 

31 8010101001 Software Komputer 830 18-10-2017 Microsoft Office Home & Business 1  Rp                 4.700.000 

TOTAL 31  Rp             238.435.150 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TAUFIK HANAFI

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bappenas
Typewritten text
SALINAN

Bappenas
Typewritten text
85

Bappenas
Typewritten text
20

Bappenas
Typewritten text
ttd.
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